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3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Repubiik Indonesia Nornor : 01

Tahull 2011 tentang Kcde Elik;

Ol/DPR RT/ Tl2009-20 I0 Tentang Tata Ter1ib:

1. Undang-Undang RepubJik Indonesia Nornor 27 Tahun 2009 Tentang

Majelis Perrnusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaki Ian Rakyat. Dewan

Perwaki Ian Daerah, dan Dewan Perwaki Jan Rakyai Daerah (Lern baran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nemer 123; Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5043);

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nornor

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa1 1.29 dan Pasal 2 J 6 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Pel111usyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu

rnenetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat

RepubJik Indonesia;
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Dalarn Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya clisingkat OPR RI, adalah

Dewan Perwakilan Rakyar sebagairnana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Anggota OPR Rl adalah wakil rakyat dan pejabat negara yang tetah bersumpah atau

berjanj: sesuai dengan ketentuan peraturan pe.undang-undangan dan dalam

rnelaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.

3. Badan Kehormatan DPR RI, selanjutnya disebut Badan Kehormatan, adalah alat

kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR

RI tentang Tata Tertib.

4. Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, selanjutnya disebut Tata Tertib, adalah peraturan

yang mengatur susunan, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan. hak dan

kewajiban, serta tanggung jawab DPR RJ beserta alat kelengkapannya dalam rangka

melaksanakan kebidupan kenegaraan yang dernokratis konstitusional berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Peraturan DPR RI tentang Kode Etik, selanjutnya disebut Kocle Erik, adalah norma­

norma atau aturan-aturan yang rnerupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan

peraturan baik perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwaiibkan, dilarang,

atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPR Rl.

6. Pimpinan DPR RJ adalah alat kelengkapan DPR RJ dan merupakan satu kesatuan

pimpinan yang bersifat kolektif kolegial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

tentang Majelis Permusvawaratan Rakyat, Dewall Perwaki Ian Rakyat, Dewall

Perwakilan Daerah, dan Dewall Perwakilan Rakyat Daerab dan Tara Tertib.

Pasal 1
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II. Saksi adalah orang yang dapat mernberikan keterangan dalarn Sidang Badan

Kehorrnatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialarni, atau didengar sendiri.

12. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan

pendidikan atau pengalarr.annya.

13. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan Badan

Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas

dan wewenang Badan Kehorrnatan.

14. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan, mendengarkan keterangan

Pengadu dan Teradu, rnemeriksa Alat Bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu

terhadap materi Pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan K.ode Erik yang

dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan

Kehorrnatan baik bersarna-sama maupun sendiri-sendiri.

15. Sekretariat Badan Kehormatan, selanjutnya disebut Sekretariat, adalah unsur

pendukung teknis administratif dan keahlian kepada Badan Kehorrnatan.

16. Tenaga Ahli Badan Kehorrnatan, selanjumya disebut Tenaga Ahli, adalah pegawai

tidak tetap pada sekretariat jenderal DPR RJ yang mernbantu memberikan rnasukan

secara akadem is kepada Badan Kehormatan.

17. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyarakan kebenaran suatu peristiwa .

DPR Rl.

8. Pengaduan adalah iaporan yang dibuat secara tertuJis disenai bukti awal yang cukup

terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran yang

dilakukan oleh Anggota DPR RJ.

9. Pengadu adalah Pimpinan DPR RI, setiap orang, kelompok atau organisasi yang

menyampaikan Pengaduan.

10. Teradu adalah Anggota DPR RI atau pimpinan alat kelengkapan terrnasuk Pimpinan

7. Pirnpinan Aim Kelengkapan DPR RI, selanjutnva disebut Pimpinan Alai Kelengkapan,

adalah Pirnpinan DPR Rl. Pirnpinan Badan Musyawarah. Pirnpinan kOlllisi, Pimpinan

Badan Legislasi. Pimpinan Badan Anggaran. Pimpinan Badan Akurnabilitas Keuarigan

Negara. Pimpinan Badan Urus:;111Rumah Tangga, Pimpinan Badan Kerja ~8111'1 Antur­

Parlemen. Pimpinan Badan Kehormatan .. dan Pimpinan Panitia Khusus. sebagaimana

dimaksud dalarn Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyai. Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyai Daerah

dan Tata Tertib.



(3) Sekretariat Rapat Paripurna dan sekretariat alar kelengkapan OrR RI seielah rapat

selesai, menyarnpaikan daftar kehadiran Anggota DPR RJ kepada Badan Kehormatan.
4

(2) Kehadiran sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c adalah kehadiran fisik Anggoia

DPR Rl yang dibukiikan secara adrninistrarif melalui tanda tangan daftar hadir.

e. me/anggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang

MFR. DPR, OPD. dan DPRO, Tata Tertib dan Kode Etik.

d. tidak lagi mernenuhi syarat sebagai calon Anggota OPR RI sesuai ciengan peraturan

perundang-undangan mengenai pemilihan Ull1L1111 Anggota DPR, OPO, dan OPRD;

dan/atau

e. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR RI yang

menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (en am) kali berturut-turut tanpa alasan

yang sah dan jelas;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai

Anggota DPR RI selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalarn undang-undang;

(l) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan Verifikasi atas Pengaduan

terhadap Anggota DPR RI karena:

Pasa) 2

Uml.ll11

Bagian Kesatu

BAB II

MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

18. Verifikasi JeiJlah proses pemeriksaan terhadap lI11Sur administratif clan materi

Pen gael uan

lC). Penvelidikan adalah serangkaian kcgiatan untuk mcncari clan rnenernukan bukti ierkait

den gan suatu pcristi IVa yang d iduga sebaga i pe Iclngga 1"1n terha (kip peruturan peru ndCi:lg­

undangan, TaUI Tenib. dan Kode Eiik, yang dilakukan sebelurn clan pada S£181 Sidang

Badan KeiJO1'1118t.111.

20. Penyelidik adalah pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehorrnatan dengan dibantu

Sekretariat dan Tenaga Ahli.
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(1) Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan mernuat:

a. identitas Pengadu:

b. identitas Teradu; dan

c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.

(3) ldentitas Pengadu sebagairnana dimaksud pada ayat (J) huruf a dilengkapi ideniitas diri

yang sah yang mel iputi:

a. nama lengkap;

b. ternpat tanggal lahir/umur;

c. jenis kelamin;

d. pekerj aan;

e. kewarganegaraan; dan

Pasal4

Bagian Kedua

Materi Pengaduan

(J) Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan adalab pelanggaran yang dilakukan oleh

Anggota DPR RI berupa:

a. ketidakhadiran dalarn rapat DPR Rl yang menjadi kewajibannya:

b. tenangkap tangan alas pelanggara» peraturan perundang-undangan:

c. dugaan pelanggaran Kode Etik. dan T818 Teriib yang sudah tersiar eli beberapa

media cetak dan/atau elektronik: dan

d. terbukti meiakukan tindak pidana dengan ancarnan Iebih dar: 5 (lima) tahun penjara

dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van

gewisjde/final and binding).

(2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dirnaksud

pada ayat (I) dilaksanakan berdasarkan:

a. hasil Verifikasi terhadap pelanggaran yang tidak rnemerlukan Pengaduan

b. usulan anggota Baclan Kehorrnatan atau pimpinan Badan Kehorrnatan.

(3) Rapat Badan Kehorrnatan memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Badan Kehormatan menyarnpaikan pernberitahuan kepada Pimpinan DPR terhadap

penanganan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasa! 3
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(1) Pengaduan d iaj ukan secara tertu Iis dan lisan dalam bahasa Indonesia.

(~) Dalarn hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disarnpaikan secara lisan.

(3) Dalam hal Pengaduan disarnpaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2),

Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.

(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibacakan kepada Pengadu dan

ditandatangani atau diberi cap jernpol oleh Pengadu.

Pasa17

(1) Pengaduan kepada Badan Kehorrnatan disarnpaikan oleh Pirnpinan DPR RL setiap orang,

kelompok atau organisasi.

(2) Pengaduan yang disampaikan oleh Pimpinan DPR RI kepada Badan Kehorrnatan

sebagaimana d irnaksud pada ayat (l) berasal dari Anggota DPR RJ dan/atau masyarakat.

Pasal6

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengaduan

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani atau diberi cap jempol

Pengadu.

Pasal S

f. alarnat lengkap/dorn is iii.

(3) Dalam hal Pcngadu adalah kelompok atau organisasi, identiias Pengadu dilengkapi

dengan akta notaris. struktur organisasi J1.1U AD/ART lembaga beserta pilihan domisili

hukum yong dapai dihubungi

(4) ldentitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b meliputi:

a. nama lengkap: clan

b. partai/fraksi.

(5) Ura ian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dirnaksud pads £1)181 (I) huruf c

rneliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejeiasa»

mengenai tempat dan wakiu terjadinya disertai bukti awal.
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(J) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatnn melalui Sekretariai pada hari kerja.

(2) Setelah rnenerirna Pengaduan. S:::krelCiJ"101 melakukan Verifikasi kelengkapan

Pengaduan meliputi:

a. identitas Pengadu yang masih berlaku:

b. identitas Teradu:

c. perrnasalahan)'SJ1g diadukan; dan

d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.

(3) Untuk melakukan Penyelidikan dan Verifikasi terhadap L1n5Uradminstratif dan materi

Pengaduan, Badan Kehorrnatan dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.

(4) Sekretariat sebagairnana dimaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap

kelengkapan administrasi Pengaduan.

(5) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lenglcap secara administratif dan memenuhi

ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara, Pengaduan diterima oleh

Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan Pengaduan dan

selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.

(6) Dalam hal Pengaduan belurn lengkap, Sekretariat mernberitahukan kepada Pengadu

ter tang kekuranglengkapan Pengaduan, dan Pengadu dim inta rnelengkapi Pengaduan

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat

peru beritah uan kekuranglen gkapan Pengaduan,

(7) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagairnana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi,

Pengaduan tidak diregistrasi daJam buku register.

(8) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) tidak: dipenuhi, tidak dapat diajukan kernbali, kecuali diternukan bukti­

bukti baru.

(9) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

(10) Tenaga All Ii sebagaimana d imaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap

materi Pengaduan dalarn waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja

(11) Verifikasi sebagairnana dimaksucl pada ayat (JO), mater: tersebut dapat berupa hasil

Verifikasi yang dapat ditindaklanjuti, atau tidak ditindaklanjuti, yang diputuskan dalam

Rapat Badan Kehorrnatan.
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(1) Badan Kehorrnatan mernutuskan untuk menindaklanjuti, atau tidak menindaklanjuti

Pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti-bukti Pengaduan.

Pasal 13

(1) Rapat clan sidang dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar Kompleks Gedung

MPRJDPR/DPD RI.
(2) Materi Pengaduan yang secara administratif telah diregisirasi. tidak dapat ditarik

kernbali, kecual i Badan Kehormatan menentukan lain,

Pasal 12

BAB III

PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi Pengaduan dan proses Verifikasi sampai

dengan perkara diputus.

Pasalll

(J) Badan Kehormatan dapat rnelakukan Penyeiidikan, baik sebe lurn rnaupun pada S3:Jl

Sidang Badan Kehorrnatan.

(2) Penyelidikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Penyelidikan

ke daerah guna mencari kebenaran dari suatu Pengaciuan atau kebenaran Alat Bukti

yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.

(3) Hasil dari penyelidikan merupakan Alat Bukti.

(4) Dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, Badan Kehormatan dibantu oleh

Sekretariat dan Tenaga Ahli.

Pnsal J 0

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 gllgllr apabila Teradu:

a. meninggal dunia:

b. telah mengundurkan diri: atau

e. telah diiarik oleh partai melalui fraksinya.

Pasa] 9



(1) Pimpinan Badan Kehorrnatan rnenetapkan hari sidang pertama untuk rnendengarkan pokok

perrnasalahan yang diajukan oleh Pengadu dalarn jangka waktu paling larnbat 10 (sepuluh)

hari kerja ierh itung sej ak Pengaduan di putuskan untuk d iti ndakl anj uti dalam Rapat B adan

Kehormatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasa) 13 ayat (3).
9

Pasal16

(1) Sidang Badan Kehonnatan bersifat tertutup.

(2) Badan Kehormaian wajib rnenjaga kerahasiaan inforrnasi yang diperoleh dalam Sidang

Badan Kehorrnatan.

Pasa! 15

(1) Sidang Badan Kehormatan mel iputi:

a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;

b. rnendengarkan keterangan Teradu;

c. memeriksa Alat Bukti: dan

d. mendengarkan pembelaan Teradu.

(2) Dalarn hal pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Sidang Badan Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari

Pengadu.

Pasal14

Bagian Kesatu

Sidang Badan Kehorrnatan

SIDANG

BABlY

(3) Dalam hal Badan Kehorrnatan memuiuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, maieri

Pengaduan disampaikan kepada Teradu clan pimpinan fraksi Teradu dengan Sural resrni.

paling Ia IIIbat dalarn waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Badan Kehorrnatan memutuskan

untuk 111en inda klanjuti Pengacluan.

(2) Sclain memutuskan untuk menindaklaniuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan data JUlLI

bukri-bukt i Pengaduan, Badan Kehorrnatan dapat menindak lanjuti aiau tidak

mcnindaklanjuti pelanggaran yang ridak mernerluknn Pengaduan sebagaimana dirnaksud

cialam Paso' 3.
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(J) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak

dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap Sidang Badan Kehorrnatan.

(2) Da lam hal Teradu tidak rnenghadiri panggilan siciang clengan alasan sakit dan tugas

negara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal J 8 ayat (3) dan ayat (4), siciang ditunda.

(3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak panggilan pertama.

(4) Jika Teradu tidak mernenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa

alasan yang sail, Badan Kehorrnatan rnelakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa

kehadiran Teradu (in absentia).

Pasal19

(1) Badan Kehormatan menyampaikan sural panggilan sidang kepada Teradu dengan

ditembuskan kepada pimpinan fraksi Teradu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebeium

Sidang Badan Kehormatan.

(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada avat (J) disampaikan paling banyak 3 (riga)

leali.

(3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pad a ayat (J)

dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan seeara intensif atau rawat inap yang

dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(4) Teradu dapat tidak mernenuhi panggilan sidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

dikarenakan tugas negara r'ibuktikan dengan Sural Keputusan Pimpinan OPR RI. serta

surat keterangan pimpinan kornisi atau pimpinan fraksi.

(5) Tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan tugas keseharian

Anggota DPR RI rnelainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan.

Pasal 18

Pirnpinan Badon Kehorrnatan meneiapkan hari sidang keelua untuk rnendengarkan keler3ng311

Teradu dalam jangka waktu paling larnbat 14 (empat belas) hmi kcrja terhitung sejak Perigadu

didengarkan dalarn sidang penarna Badan Kehormatan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 16

nyai t l).

Pasal ]7

(2) Dalarn hell Pengadu 1illgg~:1ieli luar kala. Badan Kehorrnatan iidak menanggung biaya

transportasi dan akomodasi.



I J

(1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hurufa, dapat disampaikan oleh

Saksi yang diajukan:

a. Pengadu;

b. Teradu: elan/stall

c. Badan Kehormatan.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (J) dipanggii oleh Badan Kehonnatan untuk

memberikan keterangan eli Sidang Badan Kehormatan.

(3) Panggilan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah

diterima oleh Saksi paling larnbat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehorrnatan,

Pasal22

Alat Bukti yang dipakai dalarn Sidang Badan Kehormatan meliputi:

a. keterangan Saksi;

b. keterangan Ahli;

c. surat;

d. data atau infonnasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan

c1engan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang eli atas kertas, benda fisik apa

pun selain kertas, maupun yang terekarn secara elektronik atau optik yang berupa tulisan,

suara, gam bar, peta, rancangan, foro, huruf tanda, angka. atau perforasi yang rnemiliki

makna;

e. keterangan Pengaclu elan Teradu: dan/atau

f. petunjuk lain.

Pasal21

(JJ Pengudu rnengajukan Aim Buku umuk rnernbukrikan kebenaran Pengaduannya.

(~J Teradu berhak mengajukan kontra Alai Bukti terhadap Pcngaduan yang diajukan oleh

Pengadu.

(3) Badan Kehorrnatan dapar meminta Alat Bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 20

Bagian Ked ua

Pemerrksuun AI:Jt Bu kti
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(l ) Pemeriksaan Ahli meliputi:

a. identitas Ahii: dan

b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau AIDl

Bukti sural dan data inforrnasi scbagairnana dirnaksud dalarn Pasal ~ 1 huruf c dan

huruf d.

Pasal 25

(1) Keterangan Ahli sebagairnana dimaksud dalam Pasal ~1 huruf b. dapar disampaikan oleh

Ahli yang diajt.kan:

a. Pengadu:

b. Teradu; dan/atau

c. Badan Kehormatan.

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat Cll dipanggil oleh Badan Kehorrnatan untuk

mernberikan keterangan dalam Sidang Badan Kehormatan.

(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus

sudah diterima oJeh AhJi paling lambar 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.

(4) Jika diperlukan, Ahli dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

Pasal24

(I) Pemeriksaan Saksi meliputi:

a. identitas Saksi: dan

b. pengerahuan Saksi tcntang materi perkara yang sedang diverifikasi.

(2) lderuitas Saksi sebagaimana dirnaksud pada [l\,8[ (I) hurufa melipuu:

8. narnalengkap:

b. ternpat tanggnl lahir/umur;

c. jenis kelamin:

c/. peke~aan; dan

e. alamat/dornisili.

yang dibuktikan dengan KTP atau identitas resrni lainnya

(3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf b terbatas pada apa yang

dilihat, didengar, dan dialami sendiri.

(4) Jika diperlukan, saksi dapat disurnpah sebelum didengarkan keterangannya.

Pasal23
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(I) Badan Kehormatan menilai Alai Bukti yang diajukan dalam perneriksaan dengan

mernperhaiikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dengan Ala: Bukti yang lain.

Pasal 29

Keterangan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2] huruf e disarnpaikan secara lisan dalam

Sidang Badan Kehorrnatan.

Pasal 28

(1) Ala! Bukti data atau infonnasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d,

dapat dipercleh dari:

a. Pengadu;

b. Teradu; dan/atau

c. surnber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dirnaksud pada ayat (J) Badan

Kehormatan dapat meminta keterangan All Ii.

Pasa! 27

(J) Aim Bukti surat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal2J huruf c adalah surat asJi atau jika

berupa fotokopi hams dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

(2) Ala! Bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

hanya menjadi petunjuk.

Pasal 26

(~) ldentitas Ahli sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. nama lengkap.

b. ternpat, tanggal lahir/umur:

c. jenis kelamin:

d. pekerjaan;

c. alamat/domisili: dan

d. keahlian.

(.3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf b, didasarkan pada

pend id ikan, keah Iian dan pengalarnannya.



)4

(1) Teradu berhak mengajukan pernbelaan di Siclang Sudan Kehormatan.

(2) Pernbelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnpaikan sendiri clan ridak dapat

dikuasakan kepada pihak lain.

Pasa! 32

Pernbelaan

Bagian Keempar

(1) Dalam hal Teradu adalah pimpinan dan/arau anggota Badan Kehorrnatan dan Pengaduan

dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam Rapat Badan Kehorrnatan, pirnpinan

Badan Kehorruatan rnemberitahukan kepada Pirnpinan DPR RI dan pimpinan fraksi bahwa

Teradu akan diproses lebih lanjut.

(2) Setelah menerima pernberitahuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). Pimpinan DPR Rl

menonaktifkan sernentara waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehorrnatan yang

diadukan.

(3) Daiarn hal Badan Kehorrnatan mernutuskan bahwa Teradu tidak terbukti melakukan

pelanggaran sebagaimana yang diadukan, maka kedudukan sebagai pimpinan dan/atau

anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPR RI.

Pasal31

(1) Pirnpinan dan anggota Badan Kehormatan dalam meiaksanakan tugas dan wewenangnya

hams memaiuhi peraiuran rata beracara ini.

(2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang

sebagairnana diatur dalarn rata beracara ini yang dilakukan oleh pimpinan dan/atau anggota

Badan Kehorrnatan, Pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehorrnatan berdasarkan hasil

Rapat Badan Kehormatan.

Pasal30

lillgian Knig:l

Pcmcriksaan Tcr h a dnp Pimpinan dan/arau Anggo1a Budan Kehor muta n

(2) B[I(LIll Kehormatan menentukan sah atau tidaknya A lUI Bukii sebagnimann dirnaksud dalarn

rasa) ~).
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(1) Pengarnbilan keputusan dalam Rapat Baclan Kehormatan diarnbil dengan cara musyawarah

untuk mencapai mufakat.

(2) Dalarn hal pengambilan keputusan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi,

keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasa135

(1) Rapat Badan Kehormatan untuk mengarnbil keputusan dihadiri oleh lebih dari 112 (satu

perdua) jumlah anggota Badan Kehormatan dan terdiri atas lebih dari 1I2 (satu perdua)

jurnlah fraksi pada Badan Kehormatan.

(2) Dalarn hal jumlah anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak

memenuhi kuorurn, rap at ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu

masing-rnasing tidak lebih dari 24 (dua puluh ernpat) jam.

(3) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorurn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga

tercapai, cam penyelesaian kuorum diserahkan kepada Pimpinan DPR Rl

Pasal34

(2) Anggota, pirnpinan fraksi, dan/mall Pimpinan DPR RI tidak dibenarkan melakukan upaya

intervensi terhadap keputusan Badan Kehorrnatan.

(3) Upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehorrnatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) merupakan pelanggaran Kode Erik.

b. fakia dalam hasi] Sidang Badan Kehormatan;

c. fakta dalam pembuktian;

d. fakta dalam pembeiaan; dan

e. Tara Tertib dan Kode Etilc.

(I) Keputusan Badan Kehorrnatan didasarkan alas:

a. asas kepatutan, 1110ral. dan erika;

Pasal33

lillPLJTUSAN

BAB v
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b. ieguran tertulis:

a. teguran lisan:

(2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, keputusan

disertai rehabilitasi kepada Teradu.

(3) Dalam hal Teradu terbu kti sebaga imana dimaksud pada ayar (1) huruf b. keputusan d isertai

dengan sanksi kepada Teradu berupa:

a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau

b. rnenyatakan Teradu terbukti melanggar.

(I) Arnar putusan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 35 hunrfh berbunyi:

PasaI38

(1) Keputusan Rapat Badan Kehormatan bersifat final dan rnengikat.

(2) Keputusan berlaku sejak tanggal diputuskan dan keputusan tersebut tidak dapat diubah.

PasaI37

J. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu LlnSLLrpimpinan

f. perrimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pernbelaan;

g. pertimbangan hukurn dan erika yang rnenjadi dasar keputusan;

h. amar putusan;

J. hari dan tanggaJ keputusan; dan

e. pertirnbangan terhadap fakta yang terungkap dalarn pembuktian;

d. pertimbangan ierhadap fakta yang terungkap dari keierangan Pengadu dan Teradu:

c. ringkasan Pengaduan:

b. identitas Teradu;

[I. kepala kepuiusan berbunyi "DEM 1 I,.Ll-]Orzlviil,T,\}\' DE>JGA.\! RAHI\'I LI. T TUHAN

YANG M!\j-IA ESA":

Setiap keputusan Badan Kehorrnatan harus mernuat:

Pasal36



(2) Pirnpinan OPR RJ rnenyampaikan ieguran tertulis sebagaimana dirnaksud pada ayat (J)

kepada Anggota OPR RJ yang bersangkutan paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja sejak

tanggal diterirnanya keputusan dari Badan Kehorrnatan.
J 7

(J) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b

disarnpaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan OPR RJ dan pimpinan fraksi

Anggota OPR RI yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari keija sejak tanggal

ditetapkannya keputusan.

Pasal 41

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 38 ayat (3) huruf a,

disarnpaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, paling

larnbat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal40

RI.

(3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota OPR

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumurnkan dalarn Rapat Paripurna OPR

Rl yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan OPR Rl.

(J) Badan Kehormatan rnenyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

(2) kepada Pimpinan DPR Rl dan ditembuskan kepada pirnpinan fraksi yang bersangkuran,

pal ing lam bat 5 (l ima) hari kerja sej ak tanggal d itetapkannya keputusan.

Pasal39

BAB VI

PELAKSANAA.N KEPUTUSAN

(4) Selain sanksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (3). sanksi mengenai ketidakhadiran

sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 ayat (J) huruf a dapat diumurnkan di Sekretariat

berdasarkan keputusan Rapat Badan Kehorrnatan.

r. pern berheniian se baga i Anggota OPR RJ.

e. pemberhernian sernentara, aiau

RI:

d. pemberhernian dari jabaran Pirnpinan DPR Rl aWL! Pimpinan Aim Ke iengkapan DPR

c. pernindahan keanggoiaan pado alai kelengkapan OPE Rl;
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c. pirnpinan DPR Rl setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana

dimaksud dalarn huruf b diieruskan kepada Badan Kehormatan:

b. pirnpinan OPR RJ rnengirimkan surat untuk meminta status seorang Anggota DPR Rl

yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang, baik

dengan adanya pemberitahuan rnaupun tanpa adanya pernberitahuan dari pimpinan Badan

Kehormatan:

Tata cara pemberhentian sernentara Anggota DPR RJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

ayat (3) huruf e dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pirnpinan Badan Kehorrnatan rnemberitahukan kepada Pirnpinan DPR Rl tentang adanya

Anggota DPR RI yang menjadi terclakwa dalarn perkara tinclak pidana umum yang

diancam dengan pi dana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalarn

perkara tindak pidana khusus:

Pasa! 44

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibacakan dalam Rapat Paripuma

DPR Rl yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehorrnatan oleh Pimpinan

DPR RI,

(1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR Rl atau Pimpinan Alat

Kelengkapan DPR RI sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d disarnpaikan

oleh Badan Kehorrnatan kepada Pirnpinan DPR RJ dan diternbuskan kepada pimpinan

fraksi Anggota DPR Rl yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal

ditetapkannya keputusan.

Pasal43

(2) Pirnpi nan D PR R! menyarn pa ikan kepuiusan sebaga imana di maksud pada ayat (1) kepada

Anggota DPR RJ yang bersangkuian paling iarnbat 7 (tujuh) hari kerja sejak langgal

diterirnanya keputusan dari Badan Kehormatan.

(1) Sanksi berupa pernindahan keanggoraan dari alai kelengkapan DPR Rl sebagaimana

ciiIl12J.:SUc! c1a!31l1 Pasal 3R avat n) huruf c disampaikan oleh Badan Kehorrnatan kepada

Pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi Anggoia OPR Rl yang bersangkutan, paling lambat

5 (lima) hari kerja sejak langgal diietapkannya keputusan.

Pasal42
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(6) Presiden meresmikan pernberhentian sebagaimana dimaksud pada ayar (5) paling lama J 4

(ernpat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau keputusan

pimpinan parrai politik tentang pernberhentian anggotanya.

(3) Paling lama 7 (tuj uh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah di laporkan dalam

Rapat Paripurna sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), Pimpinan DPR RI rnenyampaikan

kepurusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyarnpaikan keputusan tentang

pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan OPR RI paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sej ak d iterimanya keputusan Badan Kehorrnatan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dari

Pimpinan DPR RJ.

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mern berikan

keputusan pernberhentian sebagaimana dimaksud pad a ayat (4). Pimpinan OPR RI

meneruskan keputusan Badan Kehorrnatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (J) kepada

Presiden L111tukmemperoieh peresm ian pemberhentian.

(1) Sanksi berupa pernberhentian sebagai Anggota OPR Rl sebagairnana dimaksud dalarn

Pasal 38 ayat (3) huruf f disarnpaikan oleh Badan Kehormaian kepada Pimpinan OPR Rl

dan diternbuskan kepada pirnpinan fraksi yang bersangkutan paling lam bar 5 (lima) hari

kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

(2) Pernberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (J) dibacakan dalam Rapar Pari puma

DPR RI yang pertarna sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan

DPR Rl.

Pasat 45

f. keputusan Rapat Paripurna sebagairnana dirnaksud dalarn huruf e disarnpaikan kepada

partai poiiiik Anggota OPR Rl yang bersangkutan.

d. Badan Kehormaran melakuk an pemeriksaan rnengenai Sl::JlLlS Anggoia DP.R RI

sebagaimana dirnaksud dalarn huruf c dan diambil keputusan:

t. keputusan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf d dilaporkan kepada Rapat Paripurna

untuk mendapaikan penetapan pernberhemian sementara: dan
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WAJ(I

\VAKIL KETUA.,

w~

Di'S. H. PRlYO BUDl SANTOSO.

R.H. MARZUKl AUE.

KETUA,

pada tanggal 29 Maret 20] 1

Diteiapkan di Jakarta

Peraturan DPR teniang Tata Beracara Badan Kehorrnatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diteiapkan.

Pasat 47

Pada SlJ;)! Peraiuran ini mulai berlaku. Kepuiusan Dewan Perwuk ilun Ral.yat Republik

indonesia Nomor O"llDPR. R.l/IV/2007-2008 tentang Tara Beracara l-elaksanaan Tugas Dan

Wewenang Badan Kehormaian Dewan Perwaki Ian Rakvat Republik Indonesia dicabui dan

dinyaiakan iidak berlaku.

PasaI4(,

BAHVD

KETENTllA N ,'r.NIITUf>
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